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BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMORiS TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
. DANWAKILKEPALADAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 "huruf h Peraturan

Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan
tugas-tugasnya disediakan Biaya Penunjang Operasional yang

dipergunakan untuk penanggulangan kerawanan sosial

masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna

mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

t 1. Undang Undang Nomor 2a Tahun 7999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan

Negara ;

3. Undang-Undarg Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
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5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang perimbangan
Keuangan antara
Daerah ;

Pemerintah Pusat dengan pemerintahan

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturat perundang-undangan 

;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
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Perimbangan ;

10. Peraturan pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuan$an Daerah ;

58 Tahun 2005 tentang

12. Peraturan

Pembinaan

Daerah ;

11. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 200g tentang Sistem
Pengendalian Intern pemerintah 

;

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlZ tentang
dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

13. Peraturan pemerintah Nomor 7l Tahun 201O tentang Standar
Akuntansi pemerintahan 

;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telal diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 20og
tentang Pokok_pokok pengelolaan Keuangan Daerah ;
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MEMUTUSKAN:

etapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG

OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

Kepaia Daerah adalah Bupati Madiun.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Madiun

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah APBD Kabupaten Madiun. 
.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/ pengguna barang.

Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya yang mendukung pelaksanaan

tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

ea

-J-

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta

pertanggungiawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Eepala Daerah.
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BAB IiI
PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
dianggarkan dalam ApBD pada kelompok belanja

Wakil Kepala daerah

tidak langsung, jenis
belanja pegawai, obyek belanja penerimaan rainnya pimpinan dan Anggota
DPRD serta Kepara Daerah dan wakil Kepala Daerah, rincian obyek belanja
penunjang biaya operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

l2l Besarnya Biaya Penunjang operasionai Kepala Daerah dan wakil Kepara
Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan Asli Daerah dengan
perhitungan di atas Rp. 150 Milyar paring rendah Rp, 600 Juta dan paling
tinggi O,15 7o (nol koma 15 persen).

{3) Penganggaran Biaya penunjang operasional Kepaia Daerah dan wakii
Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam
ratus juta rupiah) dengan korrrposisi Kepaia Daerah sebesar 60 % wakil
Kepala Daerah sebesar 40 % direalisasikan setiap bulan Kepara Daerah
sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Wakil Kepala
Daerah sebesar Rp. 20.000.0O0,O0 (dua puluh juta rupiah).

(4) Penganggaran Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pasal 9
Ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 1o9 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

{5) Anggaran Biaya penunjang operasional Kepaia Daerah dan wak Kepara
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarokasika, untuk kegiatan
koordinasi, penanggulangan kerawanan social masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala
Daerah darr Wakil Kepala Daerah.

F) Pelaksanaan penganggaran Biaya penunjang operasionar Kepara Daerah dan
wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
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BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang operasionar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
meliputi:
a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang

dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
Daerah lain, Pemerintah Desa, masyarakatd anf atau kelompok masyarakat
dalam rangka membangun keharmonisan
kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan
Kepala Daerah ;

b' biaya penanggulangan kerawanan sosiar masyarakat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan / kesusahan/ musibah,
keterbatasan dana, konflik sosial, iencana yang menimpa warga/ masyarakat
Madiun di dalam Negeri maupun di luar negeri) ;

biaya pengamaaan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan
dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan gejolak dan konflik sosiar di masyarakat, guna menciptakan
kondusifitas wilayah ; dan
biaya kegiatan khusus rainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian bagi masyarakat berprestasi,
kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa
kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/ atau
masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan wakil Kepara Daerah,
di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pertanggungiawaban penggunaan Biaya penunjang Operasional Kepala

hubungan koordinasi serta
tugas Kepala Daerah/Wakil

Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan pembayaran langsung.
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I(2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

(3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. surat pengantar surat perintah pembayaran langsung (Spp-LS) ;

b. ringkasan surat perintah pembayaran langsung (Spp-LS) ;

c. rincian surat perintah pembayaran langsung (Spp-LS) ; dan

d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah penggunaan
lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dapat dilakukan oleh :

a. Bendahara pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; dan

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penggunaan lebih lanjut Biaya Ptnunjang Operasional oleh bendahara
pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuintansi atau
tanda bukti lainnya yang sah.

Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna
menjaga kewibawaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat
didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang
ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya penunjang

Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan
dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh
Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah.

Sisa penggunaan biaya penunjang opoerasional satu bulan dapat
dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

I



f

-7

BAB VII
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or'rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1) okto)e:, 2ol8

UPATI MADIUN, P

I RAGIL SAPUTRO
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